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No. Tanggal Surat Nomor Surat Tujuan Instansi Perihal Hal

1 8-Feb-2017 S-19/K.1/KSAP/II/2017 Kepala DPPK Pemerintah Kabupaten 

Bondowoso

Penyajian Dana BOS

1

2 8-Feb-2017 S-20/K.1/KSAP/II/2017 Kepala DPKD Pemerintah Kabupaten 

Probolinggo

PSAP 13 tentang Penyajian Laporan 

Keuangan BLU 4

3 8-Feb-2017 S-21/K.1/KSAP/II/2017 Walikota Pemerintah Kota 

Makassar

Penyajian Aset Tanaman/Pohon
7

4 28-Feb-2017 S-26/K.1/KSAP/II/2017 Sekretaris 

Jenderal

Kementerian 

Komunikasi dan 

Informatika

Akuntansi Piutang, akuntansi Utang 

dan Akuntansi ATB 11

5 1-Mar-2017 S-30/K.1/KSAP/III/2017 Kepala BPKAD Pemerintah Kabupaten 

Barito Kuala

Penyusutan dan Kas Yang Dibatasi 

Penggunaannya
20

6 1-Mar-2017 S-31/K.1/KSAP/III/2017 Direktur 

Akuntansi dan 

Pelaporan 

Keuangan

Kementerian 

Keuangan

Penerapan PSAP 13 tentang 

Penyajian Laporan Keuangan BLU 22

7 29-Mar-2017 S-379/K.1/KSAP/III/2017 Kepala BPKAD Pemerintah Kabupaten 

Tanah Laut

Pengakuan/Penghapusan Piutang
24

8 29-Mar-2017 S-35/K.1/KSAP/III/2017 Sekretaris 

Jenderal

Kementerian Dalam 

Negeri

Akuntansi Pengalihan Aset Antar 

Entitas Pemerintah Akibat Alih 

Kewenangan

26

9 29-Mar-2017 S-36/K.1/KSAP/III/2017 Kepala BPD Pemerintah Kota 

Pekanbaru

Penghapusan Piutang Pajak Daerah
31

10 12-May-2017 S-58/K.1/KSAP/V/2017 Kepala Badan 

Keuangan Daerah 

Pemerintah Kebupaten 

Buleleng

Nilai Wajar Tanah
35

11 12-May-2017 S-59/K.1/KSAP/V/2017 Kepala BPD Pemerintah Provinsi 

Lampung

Pengakuan Piutang PKB
40

12 19-May-2017 S-60/K.1/KSAP/V/2017 Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten 

Klungkung

Penjelasan atas Penyajian Aset Tetap
46

13 14-Jun-2017 S-68/K.1/KSAP/VI/2017 Kepala BPKD Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta

Perlakuan Akuntansi Fasos-Fasum
55

14 14-Jun-2017 S-69/K.1/KSAP/VI/2017 Bupati Pemerintah Kabupaten 

Majene

Akuntansi Kewajiban
59

15 10-Aug-2017 S-86/K.1/KSAP/VIII/2017 Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten 

Sampang

Akuntansi Aset Tetap
63

16 30-Aug-2017 S-92/K.1/KSAP/VIII/2017 Ketua DPKAD Pemerintah Kota 

Surakarta

Penyajian Sisa Dana BOS
68

17 24-Aug-2017 S-91/K.1/KSAP/VIII/2017 Sekretaris 

Jenderal

Kemendesa PDT dan 

Transmigrasi

HPL Tanah Transmigrasi
71

18 27-Sep-2017 S-97/K.1/KSAP/IX/2017 Menteri Kementerian 

Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat

Penggolongan Belanja

74

19 12-Oct-2017 S-103/K.1/KSAP/X/2017 Kepala BPKAD Kabupaten Parigi 

Moutong

Akuntansi Aset Tetap
79

20 18-Oct-2017 S-104/K.1/KSAP/X/2017 Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten 

Sumbawa

Pencatatan Saldo Awal
83

21 9-Nov-2017 S-110/K.1/KSAP/XI/2017 Kepala BPPKAD Pemerintah Provinsi 

NTT

Akuntansi Piutang PKB
85

22 15-Nov-2017 S-111/K.1/KSAP/XI/2017 Kepala BPKAD Pemerintah Kota 

Tasikmalaya

Akuntansi Aset Tetap dan ATB
89

23 22-Nov-2017 S-113/K.1/KSAP/XI/2017 Kepala BPKAD Kabupaten Banyuasin Akuntansi Persediaan Hewan 95

24 22-Nov-2017 S-114/K.1/KSAP/XI/2017 Kepala BPKAD Pemerintah Kabupaten 

Karangasem

Pencatatan Piutang Pajak
97

25 12-Dec-2017 S-113/K.1/KSAP/XII/2017 Kepala BKD Pemerintah Provinsi 

lampung

Akuntansi Investasi
100

26 12-Dec-2017 S-114/K.1/KSAP/XII/2017 Kepala BPKAD Pemerintah Kota 

Madiun

Penyajian Nilai Penyertaan Modal
103

BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 
GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Ill LT.2 

JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710 
Telepon: (021) 3524551 , (021) 3449230 Ext 5311 /Faksimile: (021) 3524551 

website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com 

Nom or 
Lampi ran 
Hal 

: S- 113 /K. 1 /KSAP /XI/20 17 

: Masukan terkait Kebijakan Akuntansi 

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Banyuasin 
Komplek Perkantoran Pemerintah Banyuasin Sekojo Nomor 11 

22 November 2017 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/1213/BPKAD-AP/2017 tanggal 9 
November 2017 hal Penilaian Persediaan Hewan, dengan ini kami sampaikan bahwa menurut 
PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan: 

(1) Paragraf 9 menyatakan bahwa Persediaan terdiri dari: 
a. Barang konsumsi; 
b. 
j . Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. 

(2) Paragraf 20 menyatakan bahwa "Persediaan hewan dan tan am an yang dikembangbiakkan 
dinilai dengan menggunakan nilai wajar'' . 

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa: 

a. Persediaan berupa bibit ikan yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai 
wajar dan agar diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

b. Terkait dengan perhitungan fisik terhadap persediaan makhluk hidup yang berkembang 
biak, Pemerintah Kabupaten Banyuasin dapat berkonsultasi kepada pihak yang 
berkompeten dalam bidang tersebut. 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih. 

Tembusan: 
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif 

KSAP; dan 
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua 

Komite Konsultatif KSAP. 
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• 
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN 

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten 8anyuasin Sekojo No. 11 

Pangkalan 8alai 30753 Telepon: (0711) 7690008 Faks. : (0711) 7690134 
e-mail: kontak.bpkad@banyuasinkab.go.id website: bpkad.banyuasinkab.go.id 

Pangkalan 8alai,J Nopember 2017 

Nomor : 900/~/J /8PKAD-AP/2017 Kepada Yth , 
Sifat : 8iasa Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 

Gedung Prijadi Praptosuhardjo Ill Lt.ll 
di -

Lamp iran 
Perihal : Penilaian Persediaan Hewan 

Jakarta 

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan 8PK-RI atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten 8anyuasin Tahun Anggaran 2016, terdapat 
nilai persediaan bibit tanaman dan hewan ternak pada Dinas Perikanan dan 
Kelautan yang tidak dapat diyakini kewajarannya. 

Dapat kami jelaskan bahwa pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
8alai 8enih lkan (881) Kabupaten 8anyuasin , bibit ikan dihasilkan sendiri oleh 
UPTD 881 dengan melakukan perkawinan antara induk jantan dengan induk • 
betina, hasil perkawinan tersebut menghasilkan bibit-bibit ikan untuk kemudian 
dilakukan pemeliharaan sampai batas ukuran yang telah memenuhi syarat 
untuk dijual. Sedangkan nilai persediaan induk ikan didasarkan dari harga beli 
tahun 2012 dan 2013, namun dokumen pendukung pembelian tidak 
terdokumentasi. Untuk perhitungan persediaan dan penjualan sampai 500 
ekor dilakukan perhitungan fisik bibit ikan, namun untuk jumlah di atasnya 
dilakukan konversi kedalam berat untuk perhitungan 500 ekor yang pertama, 
sehingga untuk 500 ekor selanjutnya hanya dilakukan penimbangan sesuai 
dengan berat yang telah diukur, dengan demikian perhitungan dan penjualan 
persediaan tidak sepenuhnya berdasarkan inventarisasi fisik. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kiranya Komite 
Standar Akuntansi Pemerintahan dapat membantu memberikan pedoman 
mengenai cara perhitungan biaya perolehan dan cara perhitungan fisik 
persediaan makhluk hidup khususnya makhluk hidup yang berkembang biak 
serta jumlah yang sulit diukur (misalnya bibit ikan dalam kolam). 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan 
terima kasih . 

Pit. Kepala 8adan Pengelola Keuangan 
dan Aset Daerah 
Kabu 

8ambang Wirawan, S.E., M.M., Ak. , CA. 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19621002 198302 1 002 
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Nom or 
Sifat 
Hal 

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo Ill Lantai 2 

Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 1071 0 
Telepon: (021 ) 352-4551 , (021 ) 344-9230 Ext 5311 I Faksimile: (021 ) 352-4551 

Website: www.ksap.org/email: webmaster@ksap.org 

: S- ·114 /K.1/KSAP/XI/2017 
: Segera 
: Pendapat mengenai Pencatatan Piutang Pajak 
Pada Laporan Keuangan 2017 

22.November 2017 

Yth. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
Pemerintah Kabupaten Karangasem 
Jl. Kapten Jaya Tirta 
Amlapura 

Sehubungan dengan Surat Saudara Nom or 900/1872/BPKAD/20 17, tanggal 14 
November 2017, hal Permohonan petunjuk pencatatan Piutang Pajak pada Laporan 
Keuangan Tahun 2017, dengan ini kami sampaikan bahwa: 

1. Pemerintah Kabupaten Karangasem menanyakan penyajian piutang yang berasal dari 
pungutan pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau galian golongan 
C yang tidak memiliki dasar penagihan dan telah diterbitkan legal opinion yang 
menghentikan pemungutan pajak tersebut serta piutang pajak PBB-P2 yang 
diserahkan oleh Kantor Pajak Pratama yang terbit ganda, telah menjadi fasilitas umum 
serta sudah terbayar. 

2. Buletin Teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang, Subbab 6.2 Penghentian 
Pengakuan Piutang menyatakan bahwa "Pemberhentian pengakuan piutang selain 
karena pelunasan juga bisa dilakukan karena adanya penghapusan. Sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah, penghapusan piutang dikenal dengan dua cara yaitu: 
penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak Penghapusan secara bersyarat 
dilakukan dengan menghapuskan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan tanpa 
menghapuskan hak tagih. Sementara itu penghapusan secara mutlak dilakukan 
dengan menghapuskan hak tagih Negara/Daerah." 

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami berpendapat bahwa: 

1. Atas piutang yang sudah terbayar namun masih tersaji di neraca dapat dihapuskan 
berdasarkan dokumen pembayaran piutang tersebut. 

2. Terhadap piutang yang timbul atas pungutan pendapatan, namun dibatalkan 
pemungutannya berdasarkan legal opinion oleh Kantor Pengacara Negara Kejaksaan 
Negeri, piutang PBB yang dikenakan atas obyek yang ganda serta piutang PBB atas 
obyek yang telah menjadi fasilitas umum, dapat dilakukan penghapusan dengan 
mengikuti ketentuan yang berlaku tentang penghapusan piutang 

Tembusan: 
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite 

Konsultatif KSAP; dan 
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil 

Ketua Komite Konsultatif KSAP. 
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PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

Jalan Kapten Jaya Tirta Telp. ( 0363) 21548- Amlapura 
Kode Pos 80811 

Nomor : 900/ 1872 IBPKAD /201 7 Arnlapura, 14 Nopember 2017 
Sifat : Penting 
Lampiran :- Kepada 
Prihal : Permohonan petunjuk pencatatan Yth. Sekretariat Komite Standar 

Akuntansi Pemerintahan (KSAP) 
di 

Piutang Pajak pada Laporan Keuangan 
Tahun 2017 

JAKARTA 

Memperhatikan Buletin Teknis Nomor 16 tahun 2014 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual pada 
1. Bab III nomor 3.2 ten tang Piutang Berdasarkan Pungutan yang menyatakan bahwa 

"Piutang yang berasal dari pungutan pendapatan negara, secara garis besar antara 
lain piutang pajak dan piutang selain pajak. Pengakuan piutang yang berasal dari 
pendapatan negara, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang 
mempengaruhi piutang tersebut. Untuk dapat diakui sebagai piutang, harus dipenuhi 
kriteria : 
a. Telah diterbitkan surat ketetapan dan/atau; 
b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan." 

2. Bab III nomor 3.3 ten tang Pengukuran Piutang Berdasarkan Pungutan yang 
menyatakan bahwa "Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan 
perundang-undangan adalah sebagai berikut: 
a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan 

berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan. 
b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang telah 

ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding. 
c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang masih 

proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim 
Pengadilan Pajak. 

d. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) 
untuk piutang yang tidak diatur dalam undang- undang tersendiri dan kebijakan 
penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah". 

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Karangasem menyajikan piutang 
sebesar Rp67.716.987.390,95 dimana didalamnya termasuk piutang atas pajak Bahan 
Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau Galian Golongan C sebesar 
Rp16.270.048.760,00 serta Piutang Pajak PBB P2 sebesar Rp33.820.261.897,00. Atas 
piutang tersebut memiliki permasalahan dalam pencatatannya yaitu: 

I. Dari angka atas piutang pajak MBLB sebesar Rp14.066.373.446,00 tidak memiliki 
dasar penagihan. Hal tersebut terjadi karena: 
);> Pungutan atas pajak MBLB dilakukan kepada Wajib Pajak yang beroperasi 

tanpa dilengkapi dengan ijin operasional. ( masyarakat menggali pada wilayah 
pertambangan yang tidak masuk dalam ketentuan sebagai wilayah untuk 
kegiatan galian C namun mereka menganggap bahwa Galian C yang diambil 
berada pada lokasi mereka). 

);> Pemerintah daerah melakukan pemungutan MBLB walaupun tidak berijin 
dengan menerbitkan NPWPD karena kegiatan tersebut dilakukan di wilayah 
Pemerintah Daerah dan mendatangkan potensi ekonomi. 
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~ Namun setelah Pemerintah Daerah memohon dan akhimya diterbitkan Legal 
Opinion oleh Kantor Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Karangasem 
tanggal 8 September 2016 maka pemungutan pajak MBLB dari WP yang 
tidak dilengkapi ijin tersebut dihentikan. 
Sebagaimana yang disebutkan dalam Legal Opinion bahwa pemungutan pajak 
MBLB dari pengusaha tidak berijin dikategorikan sebagai pungutan karena 
dilakukan diluar yang telah diatur didalam UU No.4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara. Sehingga terhadap setoran pajak mineral 
bukan logam dan batuan yang diterima oleh Pemerintah Daerah melalui 
Dispenda Kabupaten Karangasem tidak dapat diakui sebagai pendapatan 
daerah dan harus disetorkan ke kas negara. 

Dari penghentian terhadap pemungutan pajak MBLB pada Wajib Pajak 
yang tidak memiliki ijin Operasional maka timbul permasalahan atas pajak yang 
masih menjadi piutang baik pokok maupun denda keterlambatan. Oleh pihak 
Dispenda Kabupaten Karangasem pada saat itu tetap diterbitkan Surat Ketetapan 
Pajak Daerah (STPD) baik pokok maupun denda keterlambatan dan dicatat dalam 
umur piutang kategori lancar disebabkan wajib pajak masih melaporkan 
perhitungan pajaknya. 

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas : 
1. piutang MBLB tercatat pada sisi masih bisa direalisasikan/lancar senilai 

Rp14.066.373.446,00, namun setelah penghentian usaha penggalian pengusaha 
tidak mau melakukan pembayaran sampai diberikan ijin operasi, sehingga 
piutang tersebut terindikasi tidak bisa tertagih. Apakah dengan kondisi tersebut 
pencatatan piutang MBLB bisa dikoreksi dari pencatatan piutang kategori lancar? 

2. Apakah piutang yang sudah terlanjur tercatat wajib terus dilakukan penagihan 
pembayaran walaupun terdapat permasalahan dalam penetapannya? 

II. Dari angka atas piutang pajak PBB-P2 yang diserahkan oleh Kantor Pajak Pratama 
Gianyar terdapat data-data piutang yang dasar penagihannya tidak jelas. Setelah 
dilakukan penelusuran oleh Pemerintah Daerah ditemukan SPPT yang terbit atas 
nama "Pemilik", SPPT yang terbit ganda, SPPT yang terbit diatas Fasilitas Umum 
serta Piutang yang sudah terbayar tapi masih tercatat piutang. Atas hal tersebut 
untuk tahun 2017 Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan untuk tidak 
menerbitkan kembali SPPT atas NOP tersebut agar tidak menimbulkan jumlah 
piutang yang tidak bisa tertagih lebih besar. 
Dari permasalahan tersebut apakah piutang yang sudah terlanjur dicatat atas SPPT 
seperti tersebut diatas bisa dikoreksi atau direklasifikasi dari piutang atau 
dilaksananakan penghapusan atas piutang pajak. 

Demikian kami sampaikan dan mohon arahan serta panduan atas permasalahan 
terkait pencatatan piutang pajak. Atas bantuan dan kerjasamanya yang baik 
disampaikan terima kasih. 

Tembusan disampaikan kepada Yth. 
1. Bupati I Wakil Bupati Karangasem sebagai laporan 
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem sebagai laporan 99
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Komite Standar Akuntansi Pemerintahan   
 

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 

 

Komite Konsultatif : 

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Ketua merangkap Anggota  
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Wakil Ketua 

merangkap Anggota 
3. Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota 
4. Prof. Dr. Mardiasmo, SE., Ak., MBA, Anggota  
5. Sonny Loho, Ak., MPM., Anggota 
 

Komite Kerja : 

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA, Ketua merangkap Anggota  
2. Sumiyati, Ak., MFM., Wakil Ketua merangkap Anggota 
3. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., Sekretaris merangkap Anggota  
4. Dr. Jan Hoesada, Ak., MM. , Anggota 
5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM, Anggota  
6. Dr. Dwi Martani, Ak., Anggota 
7. Drs. Hamdani, MM., M.,Si., Ak., CA., Anggota 
8. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., Anggota 
9. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak., MAFIS., Anggota  
 

Kelompok Kerja : 

1. Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak., Ketua merangkap Anggota 
2. Mega Meilistya, SE., Ak., MBA., Wakil Ketua merangkap Anggota 
3. Moh. Hatta, Ak., MBA., Anggota 
4. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota 
5. Yulia Candra Kusumarini SE., S.Sos, MM. Anggota   
6. Hamim Mustofa, Ak., Anggota 
7. Hasanuddin, Ak., M., Ak., Anggota  
8. Heru Novandi, SE., Ak., CA., Anggota   
9. Muliani Sulya F., SE., M.Ec.DEV., Anggota   
10. Zulfikar Aragani, SE., MM., Anggota   
11. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc., CA., Anggota   
12. Mugiya Wardhani, SE, M. Si., CA., Anggota   
13. Lucia Widiharsanti, SE., M.Si., CFE., Anggota 
14. Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., CA., Anggota  
15. Jamason Sinaga, Ak., SIP, CA., Anggota  
16. Kadek Imam Eriksiawan, M.Sc., Ak., M.Prof., Acc.,BAP., CA., Anggota  
17. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., CA., Anggota  
18. Joko Supriyanto, SST., Ak., M.Ak., CA., Anggota  
19. Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., Anggota  
20. Endah Martiningrum, SE., Ak., MBA, CA., Anggota 
21. Dwinanto, SE., Ak., Anggota 
22. Isa Ashari Kuswandono, SE., Ak., M.Ak., Anggota 
23. Dr. Ratna Wardhani, SE., MSi., Ak., CA., CGMA., Anggota 
24. Ananto Budiono, SE., Anggota 
25. Fadil Fabian Massarapa, SST.Ak., MSE., MA., Anggota 
26. Rahadian Widagdo, SST.Ak., M.Sc., Anggota 
27. Didied Ary Setyanang, SST.Ak., M.Prof.Acc., Anggota 
28. Joko Tri Prasetyo, SST.Ak., M.AcctgFin., Anggota 



 
 

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan   
 

Sekretariat : 

1. Joni Afandi, Ketua merangkap Anggota 
2. Zulfikar Aragani, Anggota 
3. Harunsyah Hutagalung, Anggota  
4. Nia Esti Wulansari, Anggota 
5. Sri Ismiati, Anggota  
6. Khairul Syawal, Anggota 
7. Gahara Dijerja, Anggota 



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan  
Sekretariat : 
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2 
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia 
Telepon/Faksimile : +62 21 3524551 
http://www.ksap.org  
e-mail : sekretariat.ksap@gmail.com 

http://www.ksap.org/
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